
i 
 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG 

DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK 
(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps) 

 
 

EVIDENCES IN CRIMINAL ACT INTERCOURSE BY CHILD  
(Verdict Number: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps) 

 
 

 

 

 

Oleh : 

 

M DINU NURDIANSYAH 

NIM 110710101253 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS HUKUM 

2015 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ii 
 

 

 

SKRIPSI 

 

 

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG 
DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK  

(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps) 
 

 
 
 

 
EVIDENCES IN CRIMINAL ACT INTERCOURSE BY CHILD 

 (VERDICT NUMBER:79/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps) 
 
 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

M DINU NURDIANSYAH 

NIM 110710101253 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS HUKUM 

2015 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


iii 
 

MOTTO 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang 

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. Biarpun 

terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan Kaum Kerabatmu, jika 

ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan 

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT, adalah maha 

mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Annisa’ 135)1 

 

 

                                                                 
1
 Al-Qur’an dan Terjemahan, CV Penerbit J-ART , Bandung, hlm. 100. 
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RINGKASAN 

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan menjamin perlindungan tiap 

warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan 

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sehingga wajib 

dilindungi dari segala perlakuan yang mengakibatkan terjadinya suatu 

pelanggaran dan perbuatan yang merugikan bagi anak. Pembuktian perkara tindak 

pidana persetubuhan sering kali sulit untuk dibuktikan karena berdasarkan Pasal 

183 KUHAP untuk menentukan menjatuhi hukuman kepada terdakwa minimal 

harus ada dua alat bukti yang sah dan kenyakinan Hakim. Dalam Pasal 184 ayat 

(1) KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 

petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya Pasal tersebut semakin sulit 

seorang hakim dalam menjatuhi hukuman, sebab saksi yang dihadirkan 

dipersidangan harus secara langsung mengetahui perbuatannya itu tetapi jarang 

sekali ada saksi yang mengetahui tindak pidana secara langsung kecuali tindak 

pidana persetubuhan itu tertangkap basah atau pelaku lebih dari satu orang.  

Namun demikian dalam praktik, pembuktian seringkali menimbulkan suatu 

permasalahan terlebih mengenai hasil keputusan yang dijatuhkan oleh hakim 

kepada pelaku tindak pidana dimana penerapan pasal yang dijatuhkan oleh hakim 

tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal-

hal demikian yang sering dijumpai dalam wajah peradilan di Indonesia dewasa 

ini. Hal tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan 

nomor register: 2/Pid.Sus/2015/PN.Dps yaitu mengenai kesesuaian alat bukti dan 

pertimbangan oleh hakim yang diterapkan kepada para terdakwa tidak sesuai 

dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.  

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan 

hakim dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps yang membuktikan 

alat bukti surat berupa Visum et Repertum dengan perbuatan terdakwa serta untuk 

menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan unsur pasal yang 

didakwakan terhadap pelaku dengan fakta dipersidangan.  
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Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan oleh 

penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu : Hakim dalam memberikan 

pertimbangan dalam putusan tidak tepat, karena tidak sesuai dengan alat bukti 

yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Apabila dilihat dari fakta-fakta hukum 

dalam Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015 Visum yang 

dijadikan pertimbangan hakim bukanlah visum yang d iajukan oleh penuntut 

umum kemudian dalam proses pembuktian hakim seharusnya memperhatikan 

Pasal 197 KUHAP yaitu pertimbangan hakim harus sesuai dangan fakta-fakta dan 

keadaan dipersidangan untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan 

oleh jaksa penuntut umum. Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe 

penelitian yuridis normatif (Legal Research). Suatu proses untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam 

penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode 

berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum 

tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah 

secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan nonstatik. 

 

Saran dari skripsi ini adalah seharusnya seorang hakim harus lebih cermat 

dalam menilai jalannya pembuktian. Seorang hakim tidaklah harus menggunakan 

keyakinan semata apabila dalam proses pembuktian tersebut telah terungkap 

fakta-fakta hukum yang berasal dari alat bukti yang ditentukan oleh undang-

undang untuk merumuskan benar tidaknya seorang pelaku tindak pidana 

melakukan perbuatan yang sesuai dengan Pasal yang didakwakan atau tidak. serta 

Seharusnya hakim lebih teliti dalam merumuskan pertimbangannya guna 

kepentingan penjatuhan putusan berkaitan dengan Pasal yang dikenakan kepada 

terdakwa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan menjamin perlindungan tiap 

warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan 

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sehingga wajib 

dilindungi dari segala perlakuan yang mengakibatkan terjadinya suatu 

pelanggaran dan perbuatan yang merugikan bagi anak. Anak merupakan bagian 

dari sumber daya manusia yang memiliki potensi, yang perlu untuk dibimbing 

serta dibina untuk dapat hidup dan berkembang secara optimal. Anak juga 

mempunyai peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang 

memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh, mental dan sosial secara utuh. Anak yang berkonflik dengan 

hukum pelaku tindak pidana hakikatnya juga sebagai korban dalam ketentuan 

perlindungan hukum yang tepat, baik materiil maupun formil. Anak memiliki hak 

untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan pendidikan demi 

kesejahteraan anak tersebut. Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan 

yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mana kejahatan adalah perbuatan yang 

dilarang oleh negara. Kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan 

masyarakat dan negara terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman 

sebagai upaya perlindungan. Tindak pidana atau kejahatan merupakan perbuatan 

melanggar hukum yang ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi 

bisa juga dilakukan oleh anak. 

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana dapat dinyatakan 

sebagai pelaku tindak pidana. Dalam rangka penegakan hukum, maka terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana akan dikenakan proses peradilan pidana dan 

diajukan ke sidang peradilan, dengan kata lain adalah upaya penegakan hukum 

dimasyarakat agar suatu peraturan hukum dapat berlaku. 

1 
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Salah satu tindak pidana yang sering jumpai pada masyarakat pada akhir-

akhir ini adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa 

maupun anak. Perbuatan tersebut tidak hanya dilarang didalam Undang-Undang 

melainkan juga melanggar norma agama, norma kesusilaan, bahkan menjadikan 

suatu ancaman suatu bangsa karena anak merupakan suatu generasi muda penerus 

bangsa. Kemajuan teknologi merupakan salah satu penyebab semakin maraknya 

tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak, 

dengan mudahnya anak mengakses situs dan gambar porno yang menjadikan anak 

untuk mempraktekannya. Didalam hukum positif Indonesia perbuatan 

persetubuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya 

disingkat KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 

Pembuktian perkara tindak pidana persetubuhan sering kali sulit untuk  

dibuktikan karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP untuk menentukan menjatuhi 

hukuman kepada terdakwa minimal harus ada dua alat bukti yang sah dan 

kenyakinan Hakim. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Dengan adanya pasal tersebut semakin sulit seorang hakim dalam menjatuhi 

hukuman, sebab saksi yang dihadirkan dipersidangan harus secara langsung 

mengetahui perbuatannya itu tetapi jarang sekali ada saksi yang mengetahui 

tindak pidana secara langsung kecuali tindak pidana persetubuhan itu tertangkap 

basah atau pelaku lebih dari satu orang.  

Berkaitan dengan hal yang diatas, menarik perhatian penulis untuk meneliti 

kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak untuk diangkat dalam hal skripsi. 

Contoh kasus Putusan Nomor 2/Pid.sus. Anak/2015/PN Dps dengan terdakwa 

anak berusia 17 tahun 9 bulan / 28 April 1997 jenis kelamin laki- laki beragama 

Islam serta bertempat tinggal di jalan Gunung Karang III  No. 6 Denpasar 

melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur selaku pacarnya 

sendiri yang masih berusia 13 tahun 10 bulan berdasarkan Kutipan Akta 

1 
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Kelahiran Nomor 5171.L.T 05012012. 0117 tertanggal 19 Januari 2012. 1 Dengan 

kronologi yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 

10.00 WITA saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIAdatang tempat kost 

terdakwa tepatnya di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar, selanjutnya 

SAKSI KORBAN ,saksi AAPIA,saksi GPAM dan terdakwa menuju pantai, 

setelah itu mereka saksi dan terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa, kemudian 

saksi SAKSI KORBAN dan saksi AAPIA mandi di kamar kost terdakwa, setelah 

mandi pada jam 15.00 terdakwa menonton televisi sambil tidur-tiduran dengan 

posisi terdakwa berada diantara SAKSI KORBAN, dan saksi AAPIA memeluk 

SAKSI KORBAN dari belakang, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya 

kedalam kemaluan SAKSI KORBAN,  sambil menggerakkan pantatnya kearah 

depan kebelakang sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai 

terdakwa dan SAKSI KORBAN, membersihkan diri dan langsung pergi makan 

bersama saksi AAPIA di Pasar Tegal. Setelah makan kemudian SAKSI KORBAN 

mengantarkan saksi AAPIA pulang ke rumahnya, kemudian SAKSI KORBAN 

kembali ke kosnya terdakwa karena SAKSI KORBAN takut untuk pulang.  

Kasus dalam Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. ini memuat 

beberapa hal menarik perhatian penulis untuk dikaji dengan skripsi ini, 

diantaranya adalah : pertimbangan hakim yang menyatakan alat bukti surat berupa 

Visum et Repertum sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa dan unsur pasal 

yang didakwakan terhadap terdakwa sudah sesuai atau tidak dengan fakta 

dipersidangan. Adanya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa alat bukti 

surat yang berupa Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan dengan apa 

yang terungkap sesuai fakta dipersidangan terjadi suatu perbedaan dalam Visum 

et Repertum. Hal ikhwah yang menarik perhatian penulis untuk dikaji sebagai 

permasalahan dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps yaitu 

penekanan yang dimaksud mengarah pada sahnya alat bukti surat yang dijadikan 

                                                                 
1
 Baca Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. Paragraf kedua yang 

berbunyi “Bahwa berdasarkan Kutipan  Akta Kelahiran Nomor 5171. L.T. 05012012. 0117 

tertanggal 19 Januari 2012 .....dst”. hlm. 4. 
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pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur dengan sengaja melakukan 

perbuatan persetubuhan. 

Dalam hal pertimbangan hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa 

sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu dengan Pasal 81 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim menambahkan kata 

mengambil HP untuk memenuhi unsur tipu muslihat dalam pasal tersebut, padahal 

dari keterangan saksi dipersidangan satu pun tidak ada yang mengatakan bahwa 

korban pergi ke kost terdakwa untuk tujuan mengambil HP melainkan mereka 

janjian untuk pergi kepantai.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam terhadap Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. sebagai kajian 

dalam skripsi dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan yang 

Dilakukan Oleh Anak (Putusan PN Denpasar Nomor 

2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang menarik dikaji, adalah : 

1. Apakah pertimbangan hakim dalam pembuktian Putusan Nomor 

2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps yang menyatakan alat bukti surat berupa 

Visum et Repertum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ? 

2.  Apakah pertimbangan hakim dalam unsur pasal yang didakwakan 

terhadap pelaku sudah sesuai dengan fakta dipersidangan ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang sudah ada dan akan dilaksanakan pasti harus 

memberikan kegunaan yang jelas. Sebagai karya tulis ilmiah, maka penulisan 

skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu : 
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1. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan 

Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps yang membuktikan alat 

bukti surat berupa Visum et Repertum dengan perbuatan terdakwa. 

2. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan 

unsur pasal yang didakwakan terhadap pelaku dengan fakta 

dipersidangan.  

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau 

penyusunan kata tulis yang bersifat ilmiah supaya pengkajian dan penganalisisan 

terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Untuk 

mempermudah penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, 

sehingga dapat memberikan hasil ilmiah yang benar. Menentukan metode 

penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode 

penelitian yang di terapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil 

penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat 

dipertanggungjawabkan. 

1.4.1 Tipe Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum. 

Sebagai know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum 

yang dihadapi.2 Sebagai kegiatan know-how dibutuhkan untuk mengidentifikasi 

masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang 

dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Penelitian hukum 

seringkali disebut sebagai penelitian hukum normatif, adalah  penelitian yang 

mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam 

terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian untuk penulisan ini 

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (Legal Research). Suatu proses 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum 

guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 

 

 

                                                                 
2
 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media , Jakarta, 2014, h lm 60 
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1.4.2 Pendekatan Masalah 

Ada beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian hukum, dalam 

penulisan ini menggunakan pendekatan antara lain : 

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan 
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam 
pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk 

mempelajari adakah kosistensi dan kesesuaian antara satu undang-
undang lainya atau antara undang-undang dengan undang-undang 
Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, hasil dari telaah 

tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum 
yang dihadapi.3 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan 
beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang 
berkembang dalam ilmu hukum.4 Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan 
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum, dan asas asas hukum yang relevan dengan 
isu yang dihadapi, pandangan tersebut merupakan sandaran bagi 
peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu hukum yang dihadapi.5 

 

1.4.3 Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan 

untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang 

dipergunakan dalam penulisan ini yaitu: 

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang dimaksud disini adalah bahan hukum yang 

bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan hakim.6 Bahan Hukum Primer yang digunakan 

oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana; 

                                                                 
3
 Ibid. ,hlm .133 

4
 Ibid. ,hlm .135 

5
 Ibid. ,hlm .136 

6
 Ibid. ,hlm .181 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 

4. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 

:2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps yang berkuatan hukum tetap; 

 

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang mendukung bahan primer, 

seperti buku-buku teks, kamus –kamus hukum, artikel dalam berbagai majalah 

ilmiah atau jurnal hukum, makalah-makalah, dan literatur pendapat para sarjana 

(doktrin). 7Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

menjadi pokok permasalahan.  

1.4.4 Analisa Bahan Hukum 

Proses analisa hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari 

pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang 

dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu 

suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya 

bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan nonstatik. 

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum 

adalah :8 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan 
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahan non hukum; 
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan 

yang telah dikumpulkan; 

                                                                 
7
 Ibid. ,hlm .181 

8
 Ibid. ,hlm .212 
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4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum; 
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di 

dalam kesimpulan. 

 
Mengidentifikasikan fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak 

dipecahkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengidentifikasikan fakta hukum 

berdasarkan yang terdapat dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. 

penulis mengkaji fakta hukum tersebut antara lain : terjadi tindak pidana 

persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang masih berusia 

dibawah 18 tahun. Kejahatan tersebut terjadi saat korban sedang tidur-tiduran 

sambil menonton televisi didalam putusan nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps 

terbukti secara sah dan menyakinan melakukan persetubuhan terhadap anak sesuai 

Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana di ubah 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 

hakim menjatuhkan pidana selama satu tahun dan pelatihan kerja selama tiga 

bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia. Kemudian ini menjadi isu hukum yang 

akan penulis angkat menjadi permasalahan dalam skripsi ini.  

Pengumpulan bahan-bahan hukum oleh penulis yang berhubungan dengan isu 

hukum yang dihadapi antara lain ialah bahan hukum primer yang berupa peraturan 

perundang-undangan yaitu KUHP, KUHAP, UU No 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peraladilan Pidana Anak, UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana di ubah 

dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Putusan 

Pengadilan No 2/Pid.sus.Anak/2015/PN.Dps. Sedangkan bahan hukum sekunder 

berupa buku-buku teks yang mendukung bahan hukum primer.            
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Anak dan Pelaku 

Sebelum penulis menguraikan pengertian anak sebagai pelaku, kajian 

mengenai pengertian anak sebagai pelaku serta ruang lingkup anak sebagai pelaku 

tindak pidana yang dijadikan sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan 

yang diangkat penulis dalam penulisan skripsi ini.  

1.1.1 Pengertian Anak 

Mengenai pengertian anak terdapat dalam beberapa hukum positif yang 

belaku di Indonesia bersifat pluralisme ( berbeda aturan), sehingga tiap-tiap 

peraturan Perundang-Undang mempunyai sendiri-sendiri yaitu : 

 

1. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga yaitu : 

- Anak yang yang Berkonflik Dengan Hukum adalah anak 

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana. (Pasal 1 angka 3)  

- Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya 

disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak 

pidana. (Pasal 1 angka 4) 

- Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya 

disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan 

disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dlihat, dan/ atau dialaminya sendiri.  

9 
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2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yang berbunyi : 

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan” 

 
3. Berdasarkan konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), 

dalam Pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, kecuali hukum nasional menentukan tingkat usia 

sendiri 

 
Berdasarkan pengertian anak dalam hukum positif Indonesia yang ada 

pada uraian di atas bahwa diketahui dalam kasus ini menggunakan pengertian 

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana di ubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  

1.1.2 Anak sebagai Pelaku  

Di dalam Hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai pelaku tindak pidana 

merupakan anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang sudah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. Undang- undang tersebut merupakan salah satu 

perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Perlindungan hukum tersebut mulai dari penyidikan hingga penjatuhan pidana 

harus memperhatikan kepentingan anak dan hak-hak anak sebagai generasi 

penerus bangsa, hak – hak anak diatur dalam Pasal 3 UU No 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

1.2 Tindak Pidana Persetubuhan 

Seperti halnya sebelumnya, penulis menguraikan pengertian tindak pidana 

persetubuhan, kajian mengenai pengertian tindak pidana serta ruang lingkup 

tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76D, akan lebih tepat dijadikan sebagai 
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pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis dalam 

penulisan skripsi ini. 

1.2.1 Pengertian Tindak Pidana 

Di dalam hukum pidana tindak pidana dikenal dalam bahasa Belanda yaitu 

Strafbaar feit yang didalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana tanpa 

memberikan sesuatu penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan 

perkataan “strafbaar feit” tersebut. Perkataan “feit” itu didalam bahasa Belanda 

berarti “sebagaian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de wekelijkheid” 

sedangkan srafbaar itu artinya “dapat dihukum”.1 

Oleh karena pembentuk Undang-Undang tidak memberikan penjelasan 

mengenai apa tentang “srafbaar feit” maka munculah doktrin berbagai pendapat 

tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “strafbaar feit” tersebut. 

Pengertian Tindak Pidana HAZEWINKEL-SURINGGA sebagaimana 

dikutip dalam bukunya P.A.F Lamintang beliau telah membuat suatu rumusan 

yang bersifat umum dari “strafbaar feit” sebagai suatu perilaku manusia yang 

pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup serta dianggap 

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan sarana-

sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. 2 

Menurut POMPE sebagaimana dikutip P.A.F Lamintang “strafbaar feit” 

diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 

yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 

dimana menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dirasa perlu demi terpeliharnya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.3 

Menurut Moeljano4 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana,yang didefinisikan 

beliau sebagai “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut”.  
 

                                                                 
1
 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , PT Citra Aditya Bakt i, Bandung, 

1997, h lm. 181. 
2
 Ibid., hlm. 182. 

3
 Ibid., hlm 182. 

4
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h lm. 54.  
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Vos 

merumuskan bahwa suatu strafbaar feit adalah suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. 
 

Bedasarkan dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau “strafbaar 

feit” adalah perbuatan yang melanggar norma atau perundang undangan dan 

diancam dengan (sanksi) yang bersifat memaksa dimana penjatuhan 

hukuman kepada pelaku demi terpeliharnya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum. 

1.2.2 Pengertian Persetubuhan 

Pengertian persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-

laki dan perempuan yang biasa dijadikan untuk mendapatkan anak 5 

Pengertian persetubuhan menurut rumusan Kitap Undang-Undang Hukum 

Pidana yang disingkat dengan KUHP adalah sesuai Arrest Hoge Raad 

sebagaimana dikutip dalam bukunya Andi Zainal Abidin Farid yaitu: tindakan 

memasukan kemaluan laki- laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada 

umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan laki- laki 

mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Kemudian apab ila 

peristiwa pemerkosaan yaitu kemaluan laki- laki sudah masuk kedalam kemaluan 

perempuan berlangsung lama tetapi tidak mengeluarkan air mani hal itu belum 

termasuk pemerkosaan tetapi percobaan pemerkosaan.  

1.2.3 Tindak Pidana Persetubuhan  

Di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di 

Indonesia, telah mengklarifikasikan hubungan pemaksaan seksual merupakan 

perbuatan pidana  dengan sebutan pemerkosaan, yang diatur dalam Buku II Bab 

XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Terdapat beberapa jenis-jenis Tindak 

Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:6 

                                                                 
5
 R.Soesilo,Kitap Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarya lengkap pasal demi 

pasal , Politeia-Bogor,hal 209,212. 
6
 Ibid, hlm. 208,211,212.  
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1. Persetubuhan yang dilakukan didalam perkawinan yang dilakukan 

terhadap laki- laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan 

atau laki- laki yang bukan isteri atau suaminya (Pasal 284 KUHP). 

2. Persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan terhadap wanita dalam 

keadaan pingsan dan tidak berdaya (Pasal 286 KUHP).  

3. Persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan terhadap wanita yang 

umurnya belum 15 tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP). 

4. Persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang belum 

umurnya 15 tahun (Pasal 288 KUHP).  

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tindak pidana 

persetubuhan diatur dalam Pasal 81 ayat (1), (2),(3) yang berbunyi : 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 

76D dipidana dengan pidana penjara paling singka 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah). 
(2) Dengan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau orang lain.  

(3) Dalam hal tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang 
Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka 
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  
 

Undang-Undang diatas menjamin perlindungan anak agar dapat 

hidup,tumbuh, kembang secara optimal. Secara optimal merupakan tumbuh sesuai 

dengan harkat dan martabatnya. Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas  

lex spesialis derogate lex generalis dimana asas ini mengatakan bahwa undang-

undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum, hal ini 

menjadikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan 

suatu undang-undang. 

Jadi, dengan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dalam tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur, maka 
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Pasal 287 KUHP sudah tidak digunakan lagi karena sesuai dengan asas lex 

spesialis derogate lex generalis.  

1.3 Visum et Repertum  

Seperti halnya pada kajian sebelumnya, pengertian Visum et Repertum, 

jenis-jenis Visum et Repertum terlebih dahulu akan diuraikan dalam kajian 

berikut sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam 

penulisan skripsi ini. 

1.3.1 Pengertian Visum et Repertum 

Visum et Repertum adalah merupakan hasil pemeriksaan dokter dalam 

bentuk tertulis (surat) berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat 

atau luka manusia dalam hal untuk membantu proses pemeriksaan perkara 

dibidang hukum, baik perkara pidana maupun perkara perdata.7Dalam KUHP 

istilah Visum et Repertum tidak kita temukan, tetapi kita bisa temukan dalam Stbl. 

1937/305 visa et reperta, dinyatakan bahwa visa et reperta para dokter yang 

dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan 

pendidikanya di Indonesia, kemudian visa et reperta mempunyai daya bukti yang 

sah dalam perkara pidana, selama visa et reperta tersebut berisi keterangan 

mengenai hal yang dilihat oleh dokter itu pada benda yang diperiksa. 8 

Ciri khas utama Visum et Repertum adanya tulisan Pro Justitia pada 

bagian sudut kiri atas dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, atau 

dapat pula hasil Visum et Repertum dituliskan pada kertas bermaterai. Isi dari 

Visum et Repertum terdiri atas empat bagian penting yaitu meliputi pendahuluan, 

pemberitaan, kesimpulan dan penutup. Dari empat bagian penting tersebut secara 

jelas adalah sebagai berikut :9 

a. Pendahuluan, yaitu berisi tentang identitas peminta Visum et 
repertum dan identitas orang yang dimintai Visum et Repertum. 
Contoh : pembuatan Visum et Repertum yang dilakukan terhadap 

korban dalam keadaan hidup. Misalnya : 
Atas permintaan tertulis dari kepala kepolisian . . . . . . . dengan 

suratnya tertangal . . . . No. . . . .yang ditandatangani oleh . . . .  Nrp 

                                                                 
7
 Ohoiwutun Y.A. Triana, Diktat Ilmu Kedokteran Kehakiman Beberapa Hal Tentang Visum et 

Repertum,Universitas Jember Fakultas Hukum,1999,hlm . 2. 
8
 Ibid, hlm. 2. 

9
 Ibid, hlm. 10 - 12. 
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.  . .pangkat . . . . yang saya terima tanggal. . .  . . .jam . . . . maka 

dengan ini saya. . . . .NIP.     . . . . .  .dokter yang bekerja pada 
puskesmas/rumah sakit . . . . .menerangkan bahwa pada tanggal . . . 
jam. . .  .dipuskesmas/rumah sakit tersebut telah memeriksa korban 

hidup yang berdasarkan surat permintaan diatas bernama. . . . .  . . . 
jenis kelamin . . .  .pekerjaaan. . . . . .alamat. . . . .diduga telah 

mengalami peristiwa. . . . . . . . . . . . . ------------------------------------ 
b. Pemberitaan, yaitu berisi tentang hasil pemeriksaan yang telah 

dilakukan oleh dokter pembuat Vert.  

Misalnya : 
Dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan ditemukan hal-hal 

sebagai berikut:--------------------------------------------------------------
pemeriksaan pertama tanggal . . . . .  . . . jam. . . . . . .. . . . . . . . . .  . .  

1. Keadaan umum : tingkat kesadaran . . . . .  . . . . . .suhu 

tubuh. . . . . . pembulu nadi. . . . . . denyut jantung. . . .  . . . . 
pernapasan. . . . . . . . . . ------------------------------------------- 

2. Keadaan luka : jumlah luka . . . . . . . .lokasi luka. . . ..  .  . 
bentuk luka. . . . . ukuran luka. . . . . .. . dan sifat-sifat luka .  

3. Perubahan istimewa dalam keadaan umum. . . . . ------------- 

4. Perubahan istimewa dari keadaan luka- lukanya. . .  . . .------ 
5. Tindakan- tindakan medik penting yang dilakukan . . . . .  . 

pemeriksaan terakhir tanggal. . . . . . .  . jam. . . . .  . . --------- 
6. Keadaan umum. .  . . .  . .  
7. Keadaan luka. . . .. . . . . . .  

c. Kesimpulan, yaitu merupakan uraian tentang hubungan sebab-
akibat (kausalitas) antara luka luka yang diperoleh dari hasil 

pemeriksaan dengan akibat yang ditimbukan dari keadaan luka-
luka tersebut. Dalam hal ini bersifat pribadi dari dokter yang telah 
melakuakan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya. 
Misalnya : 

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pada korban ditemukan luka tusuk akibat persentuhan 
deangn benda tajam sehingga korban tidak dapat melaksanakan 

pekerjaanya sebagai pegawai negeri selama sepuluh hari. 
d. Penutup, yaitu merupakan kalimat yang mengakhiri isi keseluruhan 

dari Visum et Repertum. 
Misalnya : 
Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sesungguhnya 

dengan mengingat sumpah dokter yang tercntum dalam 
stbl.1937/350. 

 
 
 

 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


16 

 

1.3.2 Jenis-jenis Visum et Repertum 

Ada tujuh jenis Visum et Repertum yang dapat dipergunakan sebagai salah 

satu alat bukti dalam (hukum pidana), yaitu : 

1. Visum et repertum yang diberikan untuk korban dalam 

keadaan hidup 

Korban tindak pidana dalam keadaan hidup dapat meminta Visum 

et Repertum berkaitan peristiwa yang dialami, dalam hal ini ada 

tiga macam, yaitu :10 

a. Visum et Repertum yang diberikan sekaligus,yaitu Visum et 
Repertum yang diberikan untuk luka yang diderita korban 

tidak mengakibatkan halangan / rintangan dalam 
menjalankan pekerjaan / jabatan, yang ternyata luka yang 

diderita hanya luka ringan. Dalam penulisan tidak 
disebutkan luka ringan tetapi hanya istilah kualifikasi / 
derajat. 

b. Visum et Repertum sementara, yaitu Visum et repertum 
diberikan untuk sementara waktu, karena korban ternyata 

diperlukan adanya perawatan lebih lanjut, atau observasi.  
c. Visum et Repertum lanjutan, yaitu diberikan setelah 

dilakukan perawatan ternyata korban sembuh, atau korabn 

belum sembuh tetapi menghendaki pindah rumah sakit atau 
korban meninggal dunia, sehingga Visum et Repertum ini 

memberikan keterangan keadaan terakhir korban pada saat 
dilakukan pemeriksaan. 
 

2. Visum et repertum atas Jenazah/ mayat 

Visum et Repertum atas jenazah berkaitan dengan tubuh manusia 

yang telah mati dikarenakan tindak pidana atau diduga akibat tindak 

pidana. Pembuatan Visum et repertum ini dilakukan berdasarkan 

pemeriksaan atas luar dan dalam tubuh mayat (bedah mayat/otpsi) Dan 

tidak dibenarkan pemeriksaan atas mayat hanya dilakukan 

pemeriksaan diluar tubuh sesuai Instruksi Kapolri No. 

Ins/E/20/IX/75.11 

 

 

                                                                 
10

 Ibid, hlm.  21,22 
11

 Ibid, hlm . 22. 
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3. Visum et Repertum Penggalian mayat 

Visum et Repertum penggalian mayat yaitu dibuat untuk korban 

tindak pidana seseorang meninggal yang diduga karena tindak pidana 

yang belum pernah dilakukan bedah mayat (otopsi) sehingga masih 

diragukan sebab-sebab kematian korban, atau korban pernah dilakukan 

pemeriksaan pada tingkat pertama oleh penyidik tetapi hasilnya 

diragukan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan tingkat selanjutnya 

dan dilakukan otpsi ulang.12 

4. Visum et Repertum tempat ke jadian perkara 

Visum et Repertum TKP yaitu Visum yang dimintakan untuk 

memastikan tentang cara-cara kematian korban. Permintaan Visum et 

Repertum TKP dapat dilakukan sejak dalam penyidikan, namun 

dengan demikian apabila hakim dalam pemeriksaan persidangan 

meragukan tentang hasil Visum er Repertum , maka dapat dilakukan 

pemeriksaan TKP yang biasanya dihubungkan dengan alibi terdakwa 

atau kesaksian yang diberikan tentang cara-cara kematian korban. 

Pemriksaan di TKP tentang situasi dan kondisi dimana posisi jatuhnya 

korban ditemukan pertama kali, maka untuk mencocokan lebih lanjut 

antara alibi orang yang disangka sebagai pelaku (yang menyaksikan 

peristiwa tersebu) dengan keadaan luka luka yang sebenarnya pada 

tubuh korban.13 

5. Visum et Repertum Psikiatrik 

Visum et Repertum psikiatrik , yaitu suatu kesaksian tertulis dalam 

perkara pidana atau perdata yang dibuat atas permintaan hakim ketua 

pengadilan dan mengingat sumpah dokter. Visum ini dibuat dalam 

rangka untuk membuktikan bahwa pelaku atau orang yang disangka 

sebagai pelaku tindak pidana diduga menderita penyakit jiwa atau 

jiwanya terganggu karena penyakit.  

                                                                 
12

 Ibid, hlm.  23. 
13

 Ibid, hlm 24,26.  
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Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP yang selengkapnya 

dinyatakan sebagai berikut : 

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat 
dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak 

dipidana; 
(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan 

kepanya karena pertumbuhan jiwanya cact atau terganggu 

karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya 
orang itu dimaksudkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu 

tahun sebagai percobaan; 
(3) Ketentuan ayat (2) hanya berlaku bagi mahkamah agung, 

pengadilan tinggi dan pengadilan negeri; 

 
Berdasarkan ketentuan di atas, maka apabila seseorang yang sakit 

jiwa atau jiwanya terganggu karena penyakit telah melakukan tindak 

pidana,maka atas perbuatan tersebut terdakwa tidak dipidana 

melainkan dimasukan kedalam rumah sakit jiwa.  

6. Visum et Repertum mengenai Barang Bukti 

Visum et Repertum mengenai barang bukti yaitu, dibuat 

berdasarkan atas barang bukti yang pada peristiwa pidana yang terjadi, 

misalnya barang bukti berupa darah, isi lambung, muntahan, sperma, 

dan sebagainya, misalnya :14 

- Pada kasus tindak pidana perampokan yang disertai 

pembunuhan, kemudian pelaku tertangkap dan diketemukan 

noda yang diduga sebagai noda darah pada pakaian pelaku, 

untuk membuktiakan kebenaran tersebut maka diperlukan 

pemeriksaan lebih lanjut. 

7. Visum et Repertum mengenai Umur 

Visum et Repertum mengenai umur, yaitu Visum et repertum yang 

dibuat untuk menentukan umur korban dan pelaku tindak pidana, hal 

ini berkaitan dengan penentuan undang-undang yang akan dipakai oleh 

penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana. 15 

                                                                 
14

 Ibid, hlm. 29. 
15

 Ibid, hlm 29. 
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Dari pengertian beberapa jenis Visum et Repertum diatas, (Terkait kasus 

dalam Putusan Nomor 2/Pid.sus.Anak/2015/PN Dps) alat bukti berupa Visum et 

Repertum yang diberikan kepada korban adalah Visum et Repertum yang 

diberikan untuk korban hidup lebih tepatnya Visum et Repertum yang diberikan 

sekaligus karena luka yang diderita korban disini tidak mengakibatkan halangan 

korban disini masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, dan dapat dikatakan 

sebagai luka ringan. 

1.4 Surat Dakwaan 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai surat dakwaan, penulis akan 

menguraikan beberapa kajian seputar pengertian surat dakwaan, syarat-syarat dan 

bentuk surat dakwaan sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan skripsi ini. Keterangan tersebut dapat disimak sebagai 

berikut :  

1.4.1 Pengertian Surat Dakwaan 

Dalam KUHP tidak terdapat definisi tentang surat dakwaan itu. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, hanya dijelaskan dalam hal 

Penuntut Umum berpendaapat bahwa dari haisl penyidikan dapat dilakukan 

penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.16 

Selanjutnya dikatakan lagi dalam Pasal 143 ayat (1) : 

”Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan 
agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan” 
 

Dengan demikian,bahwa  surat dakwaan berarti harus dibuat dan harus 

dilampirkan pada waktu pelimpahan perkara ke pengadilan dan surat dakwaan 

inilah yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Dengan kata lain segala 

pembicaraan dan pertanyaan harus mengenai surat dakwaan hal-hal yang ada 

sangkut pautnya dengan dakwaan yang dilancarkan kepada terdakwa atau yang 

relevansinya dengan perbuatan pidana yang didakwakan. 17  

Berdasarkan hal di atas dirumuskan agak bebas pengertian surat dakwaan 

adalah surat dakwaan merupakan surat yang dibuat atau disisipkan oleh penuntut 
                                                                 
16

 Soetomo.A,Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen ,PT Pradnya 

Paramita,Jakarta,1990,hlm.3.  
17

 Ibid,hlm 3. 
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umum pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri yang 

memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan 

pidana dilakukan uraian secara cermat,jelas dan lengkap  mengenai perbuatan 

terdakwa tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang 

memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tententu dari undang-undang yang nantinya 

merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di pengadilan untuk 

dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan sesuai dengan yang 

dilakukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan 

tersebut.18 

1.4.2 Syarat- syarat dan Bentuk Surat Dakwaan 

Di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP telah ditentukan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh penuntut umum untuk membuat surat dakwaan. Pasal 143 

ayat (2) KUHAP berbunyi : 

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi” : 

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal,agama dan pekerjaan tersangka.  

b. Uraian secara cermat, jelas,dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 
pidana itu dilakukan. 

 
Dengan memperhatikan Pasal tersebut maka terdapat dua syarat yang 

harus dipenuhi Penuntut Umum dalam membuat suarat dakwaan, yaitu: 

1. Syarat formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a) dan 

2. Syarat material (Pasal 143 ayat (2) huruf b).  

Adapun yang dimaksud dengan syarat formal dan material akan dijelaskan 

dalam uraian berikut ini : 

 

A. Syarat Formal 

Syarat formal adalah suatu syarat yang belum menyangkut materi perkara 

melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa, yaitu meliputi :19 

1. Nama lengkap; 

                                                                 
18

 Ibid,hlm 4. 
19

 Ibid,hlm. 5.  
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2. Tempat tanggal lahir; 

3. Umur dan tanggal lahir; 

4. Jenis kelamin; 

5. Kebangsaan; 

6. Tempat tinggal; 

7. Agama; 

8. Pekerjaaan; 

Identitas ini dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa 

dipersidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila 

syarat formal tidak dipenuhi seluruhnya maka dapat dibatalkan oleh hakim karena 

dakwaan tidak jelas kepada siapa yang ditujukan. Hal ini untuk mencegah 

terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau pelaku tindak pidana sebenarnya. 20  

B. Syarat Material 

Syarat material adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi 

perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yang mencakup :21 

1. Cermat  

Ketelitian Jaksa penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan 

yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak 

terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat 

dakwaan atau tidak bisa dibuktikan.22 

2. Jelas  

Jelas berati tidak menimbulkan kekaburan dan keragu-raguan semuanya 

serba terang dan tidak ada yang perlu ditafsirkan lagi, dan siapapun yang 

membacanya mengerti.23 

 

 

                                                                 
20

 H. Multazaam  Muntahaa dan  Echwan Iriyanto dan Samsudi dan Dwi Endah Nurhayati,Modul 

Pembelajaran 2 Penerapan Hukum Acara Pidana (positif) Dalam Proses Penuntutan dan 

Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan,Universitas Jember Fakultas Hukum,2013,hlm 7.  
21

 A. Soetomo,Op.Cit hlm 5. 
22

 H. Multazaam  Muntahaa dan  Echwan Iriyanto dan Samsudi dan Dwi Endah Nurhayati, Op.Cit 
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23
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3. Lengkap 

Uraian surat dakwaan harus mencangkup semua unsur-unsur yang 

ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur 

delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan 

materiilnya secara tegas dalam surat dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu 

bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.24 

Bentuk- Bentuk Surat Dakwaan 

Dalam ketentuan udang-undang tidak dijumpai uraian tentang pengaturan 

mengenai bentuk atau susunan surat dakwaan ini. Bentuk surat dakwaan lahir dari 

ilmu pengetahuan hukum kemudian berkembang dalam praktek. Surat dakwaan 

disusun menurut yang paling cocok dengan fakta perbuatan tinggal memilih 

sebagaimana diuraikan berikut ini : 

 

1. Surat Dakwaan Tunggal 

Dalam penyusunan dakwaan secara tunggal apabila Jaksa Penuntun Umum 

berpendapat dan yakin benar bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya 

merupakan satu tindak pidana saja maka hanya d idakwakan satu perbuatan 

pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. 25 

2. Surat Dakwaan Kumulatif 

Dalam satu surat dakwaan ada beberapa atau lebih dari satu perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa, masing-masing perbuatan yang didakwakan harus 

dibuktikan sendiri-sendiri.26 Yang terpenting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku 

tindak pidana adalah terdakwa yang sama.  

Sebaliknya apabila semua dakwaan , oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap 

terbukti, maka tuntutanya sejalan dengan Pasal 65 dan 66 KUHP. Kemudian 

dalam hal terjadi penggabungan perkara Jaksa Penuntut Umum membuat dalam 

satu surat dakwaan dan memperhatikan ketentuan Pasal 141 KUHAP.27 

                                                                 
24

 Ibid,hlm 7. 
25

 A. Soetomo,Op.Cit,hlm 20. 
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 Ibid,hlm 21. 
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3. Surat Dakwaan Subsidiair 

Dalam surat dakwaan, didakwa dengan beberapa perumusan tindak pidana 

dan perumusan itu disusun secara bertingkat dari yang paling ringan sampai 

paling berat. Pada hakekatnya hanya satu tindak pidana saja sebenarnya akan 

didakwakan kepada pelaku. Penyusunan surat dakwaan subsidiair ini semata-

mata untuk sebagai penganti agar terdakwa tidak bisa lepas dari pemidanaan.  

Koensekuensi pembuktiannya pertama-tama harus diperiksa dakwaan primer 

terlebih dahulu apabila tidak terbukti maka dilanjutkan kepada dakwaan subsidiair 

demikian seterusnya, tetapi apabila dakwaan primer sudah terbukti maka dakwaan 

subsidiair tidak usah dibuktikan lagi.28 

4. Surat Dakwaan Alternatif 

Dalam penyusunan surat dakwaan secara alternatif ini diberikan suatu 

alternatif yang bergantung bagaimana perkembangan di dalam persidanga n 

mengenai dakwaan mana yang terbukti. Umumnya dakwaan yang disusun secara 

alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti 

apabila unsur tertentu telah terbukti maka unsur lain pasti tidak terbukti.29 

Tegasnya Jaksa Penuntut Umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang 

dianggap terbukti tanpa harus melihat urutan surat dakwaanya. 30 

Jadi menurut pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa surat 

dakwaan alternatif memberikan kebebasan dalam menentukan mana yang harus 

dibuktian tanpa melihat urutan surat dakwaannya. 

5. Surat Dakwaan Gabungan atau Kombinasi 

Didalam surat dakwaan gabungan atau kombinasi bentuk surat dakwaan 

mengandung bentuk dakwaan komulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula 

dari dakwaan subsidiair dan atau alternatif dan dapat juga antara bentuk 

subsidiair dengan komulatif.31Dakwaan gabungan atau kombinasi juga dapat 
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bisa diartikan dengan dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan selanjutnya tersebut 

masih dapat dicantumkan dakwaan secara alternatif atau primer subsid iair.32 

Sebagai contoh : perampokan yang disertai pembunuhan, pembakaran rumah 

dari yang dirampok yang maksudnya untuk menghilangkan jejak, lalu 

pembunuhan itu dilakukan dengan menggunakan senjata api yang tidak memiliki 

izin dari yang berwenang. 

Dalam kasus Putusan Nomor 2/Pid.sus.Anak/2015/PN Dps jaksa dalam 

menuntut terdakwa menggunakan surat dakwakan jenis alternattif karena jaksa 

mendakwa dengan dua Pasal yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Unang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Pasal 81 ayat (2)  tentang Perlindungan Anak “atau” Pasal 287 KHUP.  

 

1.4.3 Unsur pasal yang Didakwakan 

Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntun umum dalam tindak pidana 

persetubuhan sebagaimana pelaku anak dan korban anak , jaksa penuntut umum 

memformulasikan surat dakwaan alternatif  yakni : 

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI  Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014.  

Pasal 287 ayat (1) KUHP : 

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014. 

Uraian unsur pasal diatas adalah sebagai berikut : 

1. Setiap Orang 

2. Dengan sengaja 

3. Melakukan tipu muslihat, seramgkaian kebohongan, atau 

membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan 

orang lain. 

                                                                 
32
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Dalam unsur ini pelaku untuk mencapai tujuannya melakukan 

persetubuhan dengan anak dengan melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan atau membujuk yang dilakukan sebelum 

pelaku melakukan tujuannya. 

Pasal 287 ayat (1) KUHAP  bunyi pasal sebagai berikut: 

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, 

padahal diketahuinya atau sepatutunya harus diduganya bahwa 
umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, 
bahwa belum waktunya untuk dikawin,diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun” 
 

1.5 Pembuktian 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembuktian, penulis akan 

menguraikan beberapa kajian seputar pengertian pembuktian, teori- teori 

pembuktian serta alat bukti yang sudah ditetapkan secara sah oleh undang-undang 

sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam 

penulisan skripsi ini. Keterangan tersebut dapat disimak sebagai berikut :  

1.5.1 Pengertian Pembuktian 

Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah menyakinkan Hakim tentang 

kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 

Dengan demikan nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam 

persengketaan atau perkara dimuka Hakim atau dipengadilan. 33 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa 

Belanda, bewijs diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu 

peristiwa. kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang 

memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para 

pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada para pihak bagi 

penilaiannya.34 

Pembuktian adalah perbuatan (hal yang sebagainya) membuktikan. 

Pengertian pembuktian dari Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip dalam 

bukunya Bambang Waluyo memberikan pengertian “Tidak lain berarti 

                                                                 
33
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34
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memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang 

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 

diajukan”.35Sedangkan A.Hamzah memberikan batasan yang hampir sama dengan 

pendapat Subekti yaitu tentang alat bukti merupakan upaya pembuktian 

memalalui alat-alat yang berkenaan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau 

dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan 

terdakwa, kesaksian, keterangan ahli,surat dan petunjuk.36 

M. Yahya Harahap menjelaskan,  pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan 

yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-

undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.37 

Persidangan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan 

terdakwa dalam mencari dan melakukan kebenaran yang akan diajukan dalam 

putusan, harus didasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang 

secara limitatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian adalah suatu 

proses membuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan alat-alat 

bukti dalam Hukum Acara Pidana kepada Hakim di dalam persidangan untuk 

membuktikan suatu dalil kebenaran atau pendirian dakwaan. Pembuktian tidak 

boleh dilakukan sesuka hati dan semena-mena dan harus sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

1.5.2 Teori Sistem Pembuktian 

Membahas teori pembuktian dapat dipastikan bahwa rumusan Pasal 183 

KUHAP menganut teori pembuktian negatif (negatif bewijstheori) atau disebut 

juga pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatif wettelijke). 

Pasal tersebut apabila ditelusuri akan selaras dengan maksud pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Disini ditegaskan bahwa “tiada seorang 

juapun dapat dijatuhi pidan, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian 
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yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang 

dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan 

atas dirinya”. Jadi dua hal yang penting disini adalah :38 

1. Adanya dua alat bukti (minimal) yang sah; 

2. Adanya kenyakinan Hakim;  

Untuk lebih jelasnya mengenai pembuktian dalam KUHAP, diterangkan 

pendapat ahli hukum yaitu yang menyatakan: 

a. Disebut wettenlijk atau menurut undang-undang karena untuk 

pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan 
banyaknya alat bukti yang harus ada.  

b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat 
bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat 
membuat Hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, 

apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat 
menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana 

itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah 
melakukan tindak pidana tersebut.  

 

Teori pembuktian lainnya adalah teori pembuktian conviction intime dan 

La conviction raisonee. Conviction intime adalah pembuktian yang berdasarkan 

pada kenyakinan Hakim saja, sedangkan La conviction raisonee adalah 

pembuktian yang berdasar pada kenyakinan Hakim dengan alasan yang logis. 39 

- Sistem pembuktian berdasar kenyakinan Hakim ini didasarkan 

kepada kenyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa 

terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan 

sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-

alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan 

jury di Perancis.40 

- Sistem yang berdasarkan kenyakinan Hakim dengan alasan logis 

adalah bahwa Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah 

berdasarkan keyakinannya, keyakinan itu didasarkan kepada dasar-

dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) 
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yang berlandasan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. 

Jadi putusan Hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. 41 

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut 

ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam 

sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem 

ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan 

undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata 

“digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”42. 

 Berdasarkan dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa dalam 

penjelasan Pasal 183 KUHAP telah memberikan titik terang tentang teori 

pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu dengan teori pembuktian undang-

undang secara negatif. Karena dalam teori pembuktian ini terpadu antara sistem 

keyakinan Hakim dengan sistem pembuktian didasari dengan alat-alat bukti yang 

sah menurut undang-undang. 

1.5.3 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti 

Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang 

dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka 

pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian persangkaan, sumpah dll.43 

 Didalam KUHAP macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 yang 

menyatakan : 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa; 
 

Selanjutnya untuk menguraikan perihal alat bukti ini yang berdasarkan 

pada penjabaran dari masing-masing alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 

KUHAP antara lain. 

a. Keterangan Saksi 
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Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP , yang dimaksud 

“keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana 
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana 
yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan 

menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.  
 

Dari uraian pasal diatas dapat disimpulkan unsur penting 

keterangan saksi adalah:44 

- Keterangan dari orang (saksi); 

- Mengenai suatu peristiwa pidana; 

- Yang didengar sendiri,dialami sendiri dan dilihat sendiri.  

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 2 

KUHAP menyebutkan : 

“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan,penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana 

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri.  
 

b. Keterangan Ahli 

Mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli Pasal 1 butir 

28 KUHAP menyebutkan sebagai “keterangan yang diberikan oleh 

seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan 

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan 

pemeriksaan”. 

Hal yang membedakan dengan keterangan saksi adalah pemberi 

keterangan itu harus mempunyai keahlian khusus,sehingga dapat 

memberikan penilaian dan kesimpulan.45 

c. Surat 

Apabila alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli diberikan 

pengertianya melalui Pasal 1 KUHAP, namun tidak dengan alat bukti 

surat. Klasifikasi alat bukti surat seperti dimaksud dalam Pasal 184 

ayat (1) uruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Dalam Pasal tersebut 
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surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau 

dikuatkan dengan sumpah.  

d. Petunjuk  

Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian 

atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu 

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya. 

e. Keterangan Terdakwa 

Didalam KUHAP terdapat dua definisi berkaitan dengan 

keterangan terdakwa ini, yaitu definisi terdakwa dan definisi 

keterangan terdakwa. Untuk definisi terdakwa disebutkan dalam 

Pasal 1 butir 15, sedangkan definisi keterangan terdakwa 

disebutkan dalam Pasal189 ayat (1) KUHAP. 

- Pasal 1 butir 15 berbunyi:  

“terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, 

diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”.  
 

- Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi : 

“keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan 
disidang tentang perbuatan ia lakukan atau yang ia 

ketahui sendiri atau alami sendiri”.  
 

 
1.6 Pertimbangan Hakim 

Kajian terakhir yang akan dibahas oleh penulis untuk pisau analisis 

dalam pembahasan penulisan skripsi ini yakni tentang pengertian 

pertimbangan Hakim, pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis serta 

pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis.  

1.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim 

 Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan 

pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan nonyuridis. Hal 

demikian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


31 

 

hakim dalam menjatuhkan putusan, khusus putusan yang mengandung 

pemidanaan.46 

Setiap putusan pengadilan, terlebih yang memuat pemidanaan pasti 

mempunyai konsekuensi bagi pihak yang diputus perkaranya. Oleh karena itu agar 

putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hukum harus 

sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 50 UU Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan 

pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula 

pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber 

tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.  

1.6.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis 

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat 

di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang 

harus dimuat di dalam putusan.47 Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis 

meliputi: 

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: 

Dakwaan yang diajdikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang 

dibacakan di depan pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan 

jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.  

2. Keterangan Terdakwa: 

Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang 

pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, dan ia alami.  

3. Keterangan Saksi 

Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, 

ia lihat dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan 

dengan mengangkat sumpah. 
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2007, h lm. 213. 
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4. Barang-Barang Bukti 

Semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan 

oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti tidak 

termasuk alat bukti, karena KUHAP sebagaimana diatur pada Pasal 184 

terdapat lima macam alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterengan ahli, 

surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.  

2. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana: 

Pasal-pasal yang bermula terlihat dan terungkap dalam surat 

dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan 

hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut 

dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.  

1.6.3 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis 

Yang tergolang dalam pertimbangan Hakim yang bersifat non 

yuridias adalah :48 

1. Latar Belakang Dilakukan perbuatan Pidana Kedaan yang 

menyebabkan timbulya keinginan atau dorongan keras 

kepada dalam melakukan perbuatan pidana.  

2. Akibat yang ditimbulkan 

Perbuatan terdakwa sudah pasti menimbulkan korban dan 

juga mengakibatkan kerugian bagi si korban, tidak hanya itu saja  

juga menimbulkan akibat yang buruk “sebagai kepala keluarga”.  

3. Kondisi Diri Terdakwa 

Keadaan fisik yang dimaksud sebelum melakukan kejahatan, 

keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan kedewasaan terdakwa, 

sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan terdakwa.  

4. Keadaan Ekonomi Terdakwa 

                                                                 
48

 Rusli Muhammad,  Potret Lembaga Peradilan Indonesia , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2006, h lm. 136-143. 
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Keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kekurangan atau 

kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat 

terdakwa melakukan perbuatan pidana. 

5. Faktor Agama 

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika 

hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi 

harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan 

para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat 

kejahatan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka dapat saya berikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan tidak tepat, 

karena tidak sesuai dengan alat bukti yang sah berdasarkan Pasa l 

184 KUHAP. Apabila dilihat dari fakta-fakta hukum dalam Putusan 

Pengadilan Denpasar Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015 Visum yang 

dijadikan pertimbangan hakim bukanlah visum yang diajukan oleh 

penuntut umum. 

2. Dalam proses pembuktian hakim seharusnya memperhatikan Pasal 

197 KUHAP yaitu pertimbangan hakim harus sesuai dangan fakta-

fakta dan keadaan dipersidangan untuk membuktikan unsur-unsur 

pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karena dakwaan 

bagi hakim merupakan dasar atau objek pemeriksaan dalam 

persidangan. Apabila unsur-unsur Pasal tidak terbukti maka 

terdakwa akan bebas atau lepas dari segala tuntutan. Pertimbangan 

hakim yang dijadikan dasar pengenaan pidana kepada para terdakwa 

tidak sesuai dengan pasal yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut 

Umum yang dibuktikan selama proses pembuktian di muka 

persidangan berkaitan dengan wujud dan peran para terdakwa dalam 

melakukan perbuatan pidana.  
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1.2 Saran 

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan 

diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Seorang hakim harus lebih cermat dalam menilai jalannya 

pembuktian. Seorang hakim tidaklah harus menggunakan keyakinan 

semata apabila dalam proses pembuktian tersebut telah terungkap 

fakta-fakta hukum yang berasal dari alat bukti yang d itentukan oleh 

undang-undang untuk merumuskan benar tidaknya seorang pelaku 

tindak pidana melakukan perbuatan yang sesuai dengan pasal yang 

didakwakan atau tidak.  

2. Hakim lebih teliti dalam merumuskan pertimbangannya guna 

kepentingan penjatuhan putusan berkaitan dengan pasal yang 

dikenakan kepada terdakwa. Penggunaan istilah dalam kalimat yang 

baik dan benar harus lebih diperhatikan oleh hakim agar tidak 

menimbulkan salah penafsiran bagi khalayak umum mengingat 

perbuatan yang dilakukan dengan pasal yang dikenakan kepada 

terdakwa sangatlah mempertimbangkan keadilan bagi para pencari 

keadilan. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2 / Pid.Sus. Anak / 2015 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak 

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara Anak  : -----------------------------------------------------

Nama lengkap           :  TERDAKWA ANAK

Tempat lahir              : Mendoyo, Dauh Tukad,Jembrana ;-------------

Umur / Tanggal lahir  : 17 tahun  9 bulan / 28 April  1997 ;-------------

Jenis kelamin             : Laki-laki ;----------------------------------------------

Kebangsaan               : Indonesia ;--------------------------------------------

Tempat tinggal            : Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar ;---

Agama                        : Hindu ;--------------------------------------------------

Pekerjaan                   : Tidak ada ;--------------------------------------------

Pendidikan                  : SD ;-----------------------------------------------------

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  oleh : ----------------

1. Penyidik,  sejak tanggal 23 Januari 2015  sampai dengan tanggal 29 

Januari 2015 ; ---------------------------------------------------------------------------

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Januari                               

 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari2015 ;--------------------------------

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2015  sampai dengan tanggal 

9 Pebruari 2015  ; ----------------------------------------------------------------------

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor :                              

09/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. sejak tanggal  10 Pebruari 

2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015  ;-----------------------------

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 

tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor : 09/Tah.Hk/ Pen.Pid.Sus.Anak/ 2015/ 

PN.Dps. sejak tanggal  20 Pebruari  2015  sampai dengan tanggal   06 

Maret 2015 ;------------------------------------------------------------------------------

Di persidangan, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 

GIOVANNI MELLANUS T,SH. Pengacara yang berkantor di Jalan Raya 

Sesetan Komp. Ruko Sesetan Agung No. A.19 Denpasar, berdasarkan 

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2015/PN Dps

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 17 

Pebruari 2015 ;------------------------------------------------------------------------------------

Terdakwa didampingi oleh NI LUH PUTU SRI WIJAYANTHI,SH. 

Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar 

dan Orang Tuanya yang bernama Gusti Ketut Artana sedangkan anak korban 

didampingi oleh orang tuanya yang bernama AA. Ngurah Darma Nuraja ; ------

Pengadilan Negeri tersebut; ------------------------------------------------------

Setelah membaca : -------------------------------------------------------------------

• Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/

Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 10 Pebruari 2015 tentang 

Penunjukan Hakim ; ------

• Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 10 

Pebruari 2015 tentang Penetapan Hari 

Sidang;--------------------------------------

• Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I 

Denpasar tertanggal 04 Pebruari 2015 ; 

----------------------------------------------

• Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; 

--------------------------

Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi- saksi dan 

terdakwa  serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di 

persidangan ; 

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh 

Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim pada Pengadilan Negeri 

Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -------------

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ dengan sengaja 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 

anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, ” sebagaimana 

dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2)  UU RI No,23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan 

UU RI No. 35 Tahun 2014,dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut 

Umum ;------------------------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan 

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam 

tahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pelatihan 

kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia di 

Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selamadeg Timur, 

Kab.Tabanan ;-----------------------

3. Menyatakan barang bukti berupa : 

• 1(satu) buah kain pantai warna merah ;--------------------------------------

• 1(satu) buah celana pendek warna hitam ;-----------------------------------

• 1(satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu  ;---------------------

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----------------------------------------------

• 1(satu) buah celana dalam wanita warna biru putih ;---------------------

4. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA ANAK membayar ongkos 

perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu 

rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa melalui 

Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;------

 Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan 

Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya  tetap pada tuntutannya ; ---

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap 

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pemasyarakatan yang 

pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih ingin 

meneruskan pendidikannya ;------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 05 Pebruari 2015 

sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------

KESATU :

• Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK, pada hari Selasa tanggal 

20 Januari 2015 sekira pukul 15,00 wita atau setidak-tidaknya pada 

waktu lain dalam Januari 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 

2015 bertempat di dalam kamar kost tepatnya di Jalan Gunung 

Karang III No. 6 Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain 

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2015/PN Dps

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 

Denpasar, dengan sengajamelakukan tipu muslihat,serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi SAKSI KORBAN  

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang 

dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai 

berikut :------------------------

• Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira 

pukul 10.00 wita saksi SAKSI KORBAN  dan saksi AAPIAdatang 

tempat kost terdakwa tepatnya di Jalan Gunung Karang III No. 6 

Denpasar, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN ,saksi AAPIA,saksi 

GPAM dan terdakwa menuju pantai, setelah itu mereka saksi dan 

terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa, kemudian saksi SAKSI 

KORBAN  dan saksi AAPIA mandi di kamar kost terdakwa, setelah 

mandi mereka saksi dan terdakwa menonton televisi sambil tidur-

tiduran dengan posisi terdakwa berada diantara  saksi SAKSI 

KORBAN , dan saksi AAPIA lalu terdakwa memeluk saksi SAKSI 

KORBAN  dari belakang, kemudian terdakwa memasukkan 

kemaluannya kedalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN , sambil 

menggerakkan pantatnya kearah depan kebelakang sampai 

terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa dan saksi 

SAKSI KORBAN , membersihkan 

diri ;-------------------------------------------------------------

• Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171. L.T. 

05012012. 0117 tertanggal 19 Januari 2012 ternyata umur dari saksi 

SAKSI KORBAN  adalah 13 (tiga belas ) tahun dan 10 (sepuluh) 

bulan saat disetubuhi oleh terdakwa serta berdasarkan Visum Et 

Repertum Nomor : UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 36/2015 tanggal 24 

Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangi oleh Dr. Ida Bagus Putu 

Alit,Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada korban 

perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-

tanda kekerasan.pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan 

lama selaput dara akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan 

baru ;-------------------------------------

• Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah 

dengan UU RI No. 35 Tahun 

2014 ;----------------------------------------------------------------------------------

----

ATAU ;

KEDUA :

• Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK, pada hari Selasa tanggal 

20 Januari 2015 sekira pukul 15,00 wita atau setidak-tidaknya pada 

waktu lain dalam Januari 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 

2015 bertempat di dalam kamar kost tepatnya di Jalan Gunung 

Karang III No. 6 Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain 

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 

Denpasar, bersetubuh dengan seseorang wanita yakni saksi SAKSI 

KORBAN  di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya 

harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau 

kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, 

yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai 

berikut :------------------------------

• Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira 

pukul 10.00 wita saksi SAKSI KORBAN  dan saksi AAPIAdatang 

tempat kost terdakwa tepatnya di Jalan Gunung Karang III No. 6 

Denpasar, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN ,saksi AAPIA,saksi 

GPAM dan terdakwa menuju pantai, setelah itu mereka saksi dan 

terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa, kemudian saksi SAKSI 

KORBAN  dan saksi AAPIA mandi di kamar kost terdakwa, setelah 

mandi mereka saksi dan terdakwa menonton televisi sambil tidur-

tiduran dengan posisi terdakwa berada diantara  saksi SAKSI 

KORBAN , dan saksi AAPIA lalu terdakwa memeluk saksi SAKSI 

KORBAN  dari belakang, kemudian terdakwa memasukkan 

kemaluannya kedalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN , sambil 
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menggerakkan pantatnya kearah depan kebelakang sampai 

terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa dan saksi 

SAKSI KORBAN , membersihkan 

diri ;-------------------------------------------------------------

• Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171. L.T. 

05012012. 0117 tertanggal 19 Januari 2012 ternyata umur dari saksi 

SAKSI KORBAN  adalah 13 (tiga belas ) tahun dan 10 (sepuluh) 

bulan saat disetubuhi oleh terdakwa serta berdasarkan Visum Et 

Repertum Nomor : UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 36/2015 tanggal 24 

Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangi oleh Dr. Ida Bagus Putu 

Alit,Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada korban 

perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-

tanda kekerasan.pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan 

lama selaput dara akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi, 

tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan 

baru ;------------------------------------

• Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 ayat (1) 

KUHP ;---------------------------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum 

telah mengajukan anak korban serta saksi-saksi  sebagai berikut : ---------------

1. Saksi : AAPIA ;-------------------------------

• Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 

bersedia memberikan keterangan yan 

benar ;-----------------------------------

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan 

benar keterangan dalam BAP yang dibuat 

penyidik ;--------------------------

• Bahwa  benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa tetapi tidak 

ada hubungan 

kelauarga ;------------------------------------------------------------
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• Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan persetubuhan 

terhadap korban adalah karena pada saat kejadian terdakwa tidak 

tahan melihat korban yang pada saat kejadian tersebut hanya 

menggunakan kain 

saja ;--------------------------------------------------------------

• Bahwa saksi mengetahui yang mana kejadian tersebut terjadi pada 

hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wita di 

kamar kost milik pacarnya korban SAKSI KORBAN  di Jalan 

Gunung Karang III No. 6 Denpasar ;-----------------------

• Bahwa saksi mengenal terdakwa dari perkenalan pada saat tahun 

baru dimana terdakwa adalah pembatu dari kakak saksi SAKSI 

KORBAN  ;---------------------------------------------------------------

• Bahwa benar yang melakukan persetubuhan yaitu 

terdakwa ;-----------------------------------------------------------------

• Bahwa benar saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut 

korban sedang 

tidut ;-----------------------------------------------------------------------------

• Bahwa kejadian tersebut terjadi saksi melihat sendiri terdakwa 

tanggal 20 Januari 2015 melakukan persetubuhan terhadap saksi 

SAKSI KORBAN  ;--------------------------------------------------------

• Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pergi meninggalkan kost-

kosan bersama –sama untuk membeli 

makanan ;---------------------------------------

• Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan 

benar ;---------------------------------------------------------------------------------

-----

2. Saksi :  SAKSI 

KORBAN  ;--------------------------------------------------------------------------------

--------

• Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 

bersedia memberikan keterangan yan 

benar ;-----------------------------------
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• Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi di kamar kost-kosan 

di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar yang terjadi pada hari 

Selasa tanggal 20 Januari 2015  sekitar pukul 15 00 

wita ;---------------------------

• Bahwa yang melakukan adalah pacar saksi yang bernama 

TERDAKWA ANAK , yang mana saksi mengenal Ngurah sejak 

bulan Nopember 2014 di rumah saksi yang awalnya saksi kenal 

Ngurah bekerja dengan saudara saksi, selanjutnya saksi menjalin 

hubungan pacaran sampai saat 

ini ;--------------------------------------------------------------

• Bahwa pada saat itu hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira 

pukul 15.00 wita saksi tidak merasakan yang dilakukan oleh 

terdakwa, tetapi saksi ada merasakan adanya kemaluan saksi 

perih,yang pertama kali memberitahukan saksi adalah saksi AAPIA  

setelah saksi bangun saksi diberitahukan bahwa saksi sudah 

disetubuhi oleh terdakwa, setelah bangun saksi baru tahu kemaluan 

saksi sedikit basah disekitar paha  ;----------------------------------

• Bahwa sebelum hari Raya Siwaratri saksi dan terdakwa sudah 

janjian untuk pergi ke pantai tapi sebelum ke pantai saksi disuruh ke 

kost-kosanya terdakwa terlebih 

dahulu ;-------------------------------------------------

• Bahwa sebelum kejadian saksi pernah berhubungan badan 

bersama terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 20 

Desember 2014 dan kedua sekitar bulan Januari di tempat yang 

sama di Jalan Gunung Karang III No. 6 

Denpasar ;-----------------------------------------------

• Bahwa saksi menggunakan kain pantai warna warni, CD warna 

putih,sedangkan terdakwa menggunakan celana hitam, sedangkan 

saksi AAPIA  menggunakan kain pantai dan CD warna (tidak 

tahu) ;-------------------------------------------

• Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung pergi makan 

bersama saksi AAPIA  di pasar tegal ;----
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• Bahwa setelah saksi makan bersama kemudian saksi mengantar 

saksi AAPIA pulang ke rumahnya di Tegal dan kembali ke kos-

kosanya terdakwa karena saksi takut pulang, karena akan dimarahi 

oleh orang tua saksi ,sehingga saksi kembali lagi ke kos-kosanya  

TERDAKWA ANAK (terdakwa) ;------------

• Bahwa saksi sempat juga di cekik dan dipukul dengan bantal guling 

oleh terdakwa karena ia takut apabila maslah ini di beritahukan 

kepada kakaknya 

saksi ;-------------------------------------------------------------------------

• Bahwa pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh ayah saksi,  

saksi bersembunyi di lemari menggunakan kain pantai karena pada 

saat itu saksi takut apabila orang tua saksi 

mengetahuinya ;---------------

• Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan 

benar ;---------

3. Saksi : AANDN ;--------------------------

• Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 

bersedia memberikan keterangan yan 

benar ;-----------------------------------

• Bahwa saksi mengenal saksi Anak SAKSI KORBAN adalah anak 

kandung saksi ;--------------------------------------------

• Bahwa menurut keterangan anak saksi kejadian tersebut terjadi 

pada tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita yang diterjadi 

di kamar kost di Jalan Gunung Karang III No. 6 

Denpasar ;-----------------------------

• Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adsalah 

TERDAKWA ANAK  (terdakwa) ;----------------------------

• Bahwa saksi mengenal terdakwa karena dia adalah sopir dari anak 

saksi yang pertama dan saksi tidak mengetahui dimana dia 

tinggal ;-----

• Bahwa terdakwa adalah pacar anak saksi yaitu saksi Anak SAKSI 

KORBAN dimana perkenalan tersebut terjadi sekitar pada bulan 

Desember 2014 ;-----------------------------------------------
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• Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 19 Januari 2015 

saksi bingung mencari cari anak saksi yang belum pulang sampai 

ke esokan harinya saksi  di beritahu oleh saksi 

AAPIA;---------------------------------------------------------------------------

• Bahwa anak saksi berada di kos kosan bersama terdakwa 

kemudian saksi bersama istri saksi menggrebeknya di kos tersebut 

yaitu di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar sekira pukul 19.00 

wita dan melihat anak saksi di kos tersebut bersembunyi di balik 

lemari dengan menggunakan kain 

pantai ;-----------------------------------------------------------

• Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan hal 

tersebut, yang mana saksi menanyakan kepada saksi SAKSI 

KORBAN   sudah pernah berhubungan badan sehingga karena hal 

tersebut anak saksi, saksi Anak SAKSI KORBAN bercerita sudah 

pernah berhubungan badan sehingga saksi selaku orang tua tidak 

terima dengan perlakukan terdakwa dan melaporkannya ke Polresta 

Denpasar ;------------------------

• Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan 

benar ;---------------

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan   

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan keadaan ini ; 

-----------------------

• Bahwa terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban 

yaitu SAKSI KORBAN  pada tanggal 20 Januari 2015 setelah 

pulang dari pantai pukul 12.30 karena terdakwa nafsu ketika melihat 

SAKSI KORBAN  di sebelah terdakwa hanya menggunakan kain 

pantai 

saja ;----------------------------------------------------------------------------

• Bahwa terdakwa mengenal saksi SAKSI KORBAN  dimana korban 

adalah pacar terdakwa ;--------------------------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan sekira pada pukul 15.00 

wita bertempat di kamar kos Jalan Gunung Karang III No. 6 

Denpasar ;----------

• Bahwa pada saat kejadian itu saksi SAKSI KORBAN  melakukan 

perlawanan sehingga terdakwa memasukan penis terdakwa 

langsung ke vagina saksi SAKSI 

KORBAN  ;-------------------------------------------------

• Bahwa sebelum memasukan kelaminnya terdakwa ada 

mengatakan gek kita main ya, dan terdakwa melihat saksi SAKSI 

KORBAN  menganggukan kepalanya ;-------------------------------

• Bahwa saksi SAKSI KORBAN  selalu datang ke kos terdakwa untuk 

bermain dan tidak pernah menginap 

• Bahwa posisi terdakwa saat itu sama-sama tidur posisi miring ke kiri 

dan saksi SAKSI KORBAN  miring ke kiri sambil memeluk bantal 

guling, kemudian terdakwa memeluknya dari arah belakang sambil 

memasukan penis terdakwa ke dalam kemaluan saksi SAKSI 

KORBAN  ;------------------------

• Bahwa pada saat itu mata saksi SAKSI KORBAN  Als, SAKSI 

KORBAN  tertutup tetapi pada saat terdakwa memeluk SAKSI 

KORBAN  dan menaruh tangan terdakwa di perutnya saksi SAKSI 

KORBAN  kemudian tangan terdakwa di pindahkan kebagian 

payudaranya sehingga terdakwa tidak mengerti apakah dia tertidur 

atau tidak ;-------------------------------------------------------------------------

• Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan 

berjanji tidak akan 

mengulanginya ;---------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 

bukti Surat  berupa Visum Et Repertum No.UK.01.15 :-------------------------------

Menimbang, bahwa atas bukti Surat tersebut telah diperlihatkan 

kepada terdakwa yang menyatakan tidak berkeberatan ;----------------------------

  Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi 

dan terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka diperoleh 

fakta-fakta hukum sebagai berikut :---------------------------------------------------------
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• Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah 

Denpasar Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/36/2015 a.n. Anak Agung 

Putri Ditami Suryningrum Als. SAKSI KORBAN  tanggal 24 Januari 

2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu 

Alit,SpF,DFM, dokter  pemerintah pada Rumah Sakit Umum 

Sanglah yang dalam kesimpulannya menyatakan pada Korban 

perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-

tanda kekerasan,pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan 

lama selaput dara akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi, 

tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru ;-------

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut apakah 

terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya, untuk itu perlu dibuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;------

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa 

dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2)  UU RI Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 35 

Tahun 2014 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :------------------------------------

• Setiap 

orang ;----------------------------------------------------------------------------

• Dengan 

sengaja  ;----------------------------------------------------------------------

• Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk ;----

•

Anak ;------------------------------------------------------------------------------

---------

• Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain ;------------

Ad.Unsur : Setiap orang ;--------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam undang-undang ini 

adalah Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan 

persidangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam 

keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki 
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kemampuan untuk bertanggungjawab (torekening van baarheid) terhadap 

perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;----------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana Anak dimana  Jaksa Penuntut 

Umum mengajukan seorang Anak yang bernama TERDAKWA ANAK Als, 

Ngurah  sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum, yang didudukkan sebagai terdakwa,  setelah identitas tersebut 

dibacakan oleh Hakim benar terdakwa sebagai orangnya, sehingga tidak ada 

error in subject (kesalahan pada orangnya), selama persidangan terdakwa 

mampu menjawab pertanyaan Hakim dengan baik sehingga Hakim menilai 

terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan 

yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi 

;--------------------------------------------------------------------------------

Ad.Unsur: Dengan sengaja ;----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila 

salah satu elemen/sub unsur perbuatan telah terbukti terpenuhi maka 

terhadap unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga unsur 

kedua sudah terpenuhi menurut hukum ;-------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut 

R.Soesilo  adalah mengetahui dan menghendaki, adapun menurut Memorie 

van Toelichting (M.v.T) dengan sengaja diartikan sebagai “opzetelijk plegen 

van een misdrijf” (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) dengan kata lain 

dengan sengaja melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan 

diketahui. Dengan demikian unsur dengan sengaja harus merupakan sebuah 

kesadaran sikap atau kesengajaan dari pelaku sebagai maksud untuk 

melakukan tindakan yang dikehendakinya dan mengetahui akan resiko atau 

akibat yang akan terjadi yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut ;-------------

Menimbang, bahwa benarkah perbuatan terdakwa melakukan 

perbuatan cabul terhadap Anak korban yang bernama SAKSI KORBAN  

dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang dimaksud pendapat-pendapat 

tersebut diatas ;-----------------------------------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 

angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang 
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yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih 

dalam kandungan ;-----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut 

ketentuan pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar 

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, itu semuanya dalam 

lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba 

anggauta kelamin, meraba-raba buah dada dsb ;---------------------------------------

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum bahwa antara 

anak korban bernama SAKSI KORBAN   dengan terdakwa TERDAKWA 

ANAK Als. Ngurah sudah saling kenal karena sama-sama sebagai anak 

asuhan pada Yayasan Tunas Bangsa yang berlokasi di Jalan Gunung Seraya 

I No.25 Monang-maning 

Denpasar ;-----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa perbuatan yang terakhir pada bulan yang sudah 

lupa pada tahun 2013 saat malam hari sekira pukul 24.00 Wita, ketika itu 

korban sudah tertidur, terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluan 

terdakwa hingga mengeluarkan cairan putih, korban menuruti kemauan 

terdakwa karena takut diancam  akan dipukul oleh terdakwa ;-----------------------

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum Nomor UK.01.15 / 

IV.E.19 / VER / 674 / 2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan 

ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,SpF.DFM, dokter pemerintah 

pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah,  

Denpasar, pada kesimpulannya bahwa korban bernama Anak Agung Putri 

Ditami Suryaningrum Als. SAKSI KORBAN  berusia 13 tahun diketemukan 

luka-luka yang sudah menyembuh, diketemukan jaringan parut pada lubang 

pelepasan yang disebabkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi,  

hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli dr.IDA BAGUS PUTU ALIT, 

SpF.DFM bahwa pada saat pemeriksaan pasien tampak tertunduk, bicara 

dengan suara pelan dan hampir tidak terdengar, tampak sedih dan menangis 

saat menceritakan kejadian dan korban mengaku telah dicabuli oleh teman 

sekamar korban yang merupakan teman senior sesama jenis dikamar asrama 

dengan memaksa berhubungan badan, korban merasa sebagian kemauan 

pelaku dimasukkan secara paksa ke lubang pelepasan koran, hal tersebut 

berlangsung kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dan terjadi satu sampai tiga 
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kali dalam seminggu, oleh karena keadaan mental korban tampaknya 

mengalami deviasi (penyimpangan) sehingga oleh Ahli dikonsulkan kebagian 

Psikiatri dengan  Visum Et Repertum Psychiatricum No.07/UN.14.2/psikiatri/I/

Visum/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 

dr.Nyoman Ratep selaku ketua tim SMF psikiatri RSUP Sanglah, Denpasar 

dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pada terperiksa didapatkan 

gangguan tingkah laku depresif, dapat disebabkan karena dalam 2 (dua) tahun 

terakhir telah mengalami kekerasan seksual sehingga mengganggu aktivitas 

kehidupan sehari-hari di sekolah dan lingkungan sosial ; -----------------------------

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memaksa korban untuk 

mengocok kemaluan terdakwa, memasukkan kedalam mulut korban serta 

memasukkan kepantat (anus) korban, sampai mengeluarkan cairan warna 

putih (sperma) dan terdakwa merasakan nikmat, sudah dikategorikan sebagai 

perbuatan cabul, terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar serta 

mengetahui akibat yang akan terjadi yaitu korban akan mengalami sakit dan 

trauma, merasa takut dengan ancaman terdakwa jika tidak mau menuruti 

kemauan terdakwa akan dipukul oleh terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan 

Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman 

Ratep,SpKJ (K) ;----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut 

terdakwa  telah dengan sengaja memaksa korban yang masih anak-anak 

untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur kedua telah 

terpenuhi ;

Ad.Unsur : Melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau 

membujuk ;-------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan dari keterangan saksi AANDN , saksi SAKSI KORBAN ,saksi 

AAPIA dan saksi WPK  serta dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan 

bahwa berawal saksi SAKSI KORBAN  datang ke tempat kost terdakwa 

dengan maksud mengambil HP miliknya yang ada di terdakwa namun 

sesampainya ditempat kostnya saksi SAKSI KORBAN  dan terdakwa 

bersama-sama dengan saksi AAPIA pergi kepantai setelah itu mereka saksi 

dan terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa kemudian saksi SAKSI 

KORBAN  dan saksi AAPIA mandi di kamar kost terdakwa setelah mandi 

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2015/PN Dps

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mereka saksi dan terdakwa menonton televisi sambil tidur-tiduran dengan 

posisi terdakwa berada diantara saksi  SAKSI KORBAN  dan saksi AAPIA 

selanjutnya terdakwa mencium dan memegang payudara saksi AAPIA lalu 

terdakwa memeluk saksi  SAKSI KORBAN  dari belakang, kemudian terdakwa 

memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AA Putri Ditami 

Suryaningrum Als SAKSI KORBAN  sambil menggerakan pantatnya kearah 

depan belakang sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai 

terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN  membersihkan diri. Dengan demikian 

unsur ini telah 

terpenuhi ;-----------------------------------------------------------------------------------

Ad.Unsur  Anak ;--------------------------------------------------------------------------------

          Menimbang, bahwa dalam Pasal 1UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih kandungan 

berdasarkan keterangan para saksi yang saling persesuaian yang didepan 

persidangan menerangkan bahwa benar saksi  SAKSI KORBAN  adalah 13 

(tega belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun saat disetubuhi oleh terdakwa hal 

ini dperkuat dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171.L.T.05012012.0117 

tertanggal 19 Januari 2012 yang menerangkan bahwa AA Putri Ditami 

Suryaningrum  Als. SAKSI KORBAN  lahir pada tanggal 28 Maret 

2001.dengan demikian unsur anak terpenuhi ;--------------------

Ad.Unsur : Melakukan persetubuhan dengannya :----------------------------------

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota 

kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan 

anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, 

sehingga mengeluarkan air mani(arrest hooge raad 5 pebruari 1912 (W.9292) 

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi 

AANDN ,saksi SAKSI KORBAN  dan saksi AAPIA dan dibenarkan oleh 

terdakwa yang menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 

2015 sekira pukul 10.00 wita saksi SAKSI KORBAN  dan saksi AAPIA datang 

ke tempat kost terdakwa tepatnya di Jalan Gunung Karang III No. 6 Denpasar, 

selanjutnya saksi GPAM dan terdakwa menuju pantai setelah itu mereka saksi 

dan terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa, kemudian saksi  SAKSI 

KORBAN  dan saksi AAPIA mandi di kamar kost terdakwa setelah mandi 
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mereka saksi dan terdakwa menonton televisi sambil tidur-tiduran dengan 

posisi terdakwa berada diantara saksi  SAKSI KORBAN  dan saksi AAPIA, 

selanjutnya terdakwa mencium dan memegang payudara saksi AAPIA lalu 

terdakwa memeluk saksi  SAKSI KORBAN  dari belakang kemudian  terdakwa 

memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi  SAKSI KORBAN  sambil 

menggerakkan pantatnya kearah depan belakang sampai terdakwa 

mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa dan Saksi  SAKSI KORBAN  

membersihkan diri, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 

5171.L.T.05012012.0117 tanggal 19 Januari 2012 ternyata umur dari saksi  

SAKSI KORBAN  adalah 13 (tiga belas) tahun dan 10(sepuluh) bulan saat 

disetubuhi oleh terdakwa serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 

UK.01.15/IV.E19/VER/36/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan 

ditandatangani  oleh Dr.Ida Bagus Putu Alit,Sp.F.DFM, dokter pemerintah 

pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam kesimpulannya 

menyatakan pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, tidak 

ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan 

robekan lama selaput dara akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi tidak 

ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru,dengan demikian unsur ini telah 

terpenuhi ;--------------------- 

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 

terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas 

perbuatannya tersebut ; ------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat ( 2 ) Undang-undang No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan 

bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, 

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat 

keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah 

bersalah  atas  perbuatan  yang  didakwakan   kepada dirinya ; -------------------

 Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim 

ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai     

alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar                              

( rechtvaardigingsgronden ), baik yang bersifat dari dalam diri terdakwa sendiri    

( inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid ), maupun dari luar diri 

terdakwa ( uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid )  untuk 
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menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum 

perbuatan terdakwa  ; --------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan  

kesalahan terdakwa telah terbukti, oleh karenanya terdakwa harus 

bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya 

harus dinyatakan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan 

sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya“, oleh karena 

itu  berdasar Pasal 193 (1) KUHAP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana 

secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan 

kesalahan yang telah dilakukannya tersebut  ;  ------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan 

dalam kesimpulannya tertanggal 4 Pebruari 2015  berpendapat :------------------

1. Pada saat terjadinya permasalahan ini, usia klien masih berusia 13 

tahun sehingga klien masih tergolong anak, namun dilihat dari postur 

tubuh dan tindakan yang dilakukan anak-anak dan klien bukan tindak 

pidana pencabulan yang biasa dilakukan anak-anak daan klien 

mengaku saat usia 13 tahun juga pernah mengalami pelecehan 

seksual ;-----------------------------------------------------------------------------------

2. Klien melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Pasal 81 UURI No.23 

Tahun 2002) tidak hanya sekali, tetapi klien melakukannya hampir 

setiap bulan 3 atau 4 kali, sehingga mengakibatkan korban  mengalami 

depresi dan ketakutan terhadap klien ;--------------------------------------------

3. Keluarga klien kurang memberi perhatian kepada klien, hal ini dapat 

dilihat pada saat klien sidang yang hadir dalam persidangan hanya 2 

orang tuanya, setelah permasalahan ini terjadi meenjadi tumpuan klien, 

ternyata tidak hadir dan klien juga menyatakan jarang ditengok keluarga 

selama berada didalam LAPAS ;--------------------------------------

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Pembimbing Kemasyarakatan 

berpendapat agar klien dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 

ayat 1 (huruf e dan c) dan ayat 3 UU No.11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menempatkan klien di LPKA 

Gianyar di Amlapura, Karangasem dan Latihan Kerja di LPKS Rumah 

Aman Pondok GERASA di Br.Gempinis, Desa dalang, Kecamatan 

Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;
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Tanggapan pihak keluarga terdakwa : --------------------------------------------------

Pihak keluarga sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan 

terdakwa karena baru beberapa lama terdakwa tinggal bersamanya, setahu 

keluarga terdakwa masih tinggal di Yayasan Tunas Bangsa Denpasar, 

sehingga keluarga berharap agar terdakwa diberikan keringanan hukuman 

dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi terdakwa 

agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;---------------------------------------------

- Tanggapan pihak keluarga korban : -------------------------------------------------

Pihak korban diwakili oleh kakak sepupunya  menyerahkan permasalahan 

ini kepada pihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang 

berlaku sebagai efek jera bagi terdakwa agar  tidak melakukan lagi 

perbuatannya kepada orang lain ; -------------------------------------------------------

- Tanggapan pihak masyarakat dan Pemerintah yang dalam hal ini 

diwakili oleh Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan 

Anak ( P2TP2A ) Denpasar dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak 

pada Departemen Sosil Propinsi 

Bali ;-----------------------------------------------

 Diwakili oleh SITI SAPURAH, SH, dan G.A. AGUNG YULI 

MARHAENINGSIH, SE, SH dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) Denpasar  mengemukakan bahwa 

pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa terdakwa yang masih 

tergolong anak-anak yang terjadi karena pengaruh lingkungan pergaulan 

dengan sesama anak asuh serta pengalaman masa lalu yang diperlakukan 

sama oleh seniornya, oleh karena perkaranya diproses hukum maka 

pihaknya meminta agar diperhatikan hak-hak terdakwa  sebagai seorang 

anak, sehingga harapannya agar terdakwa mendapat keringanan hukuman, 

demikian juga terhadap korban yang mengalami trauma yang saat ini masih 

dalam bimbingan serta perawatan akan semakin membaik untuk 

dikemudian hari sehingga korban dapat bersikap selaku anak-anak yang 

tidak mengalami permasalahan masa lalu ;--------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut diatas 

dapat disimpulkan bahwa semua pihak berharap dan memberikan dukungan 

agar perkara terdakwa dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat 
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membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan 

agar terdakwa tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-

haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan 

menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depan ;---------

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan terdakwa 

menimbulkan dampak negatif bagi korban yang masih trauma dan ketakutan 

jika melihat terdakwa, adanya gangguan tingkah laku depresif sehingga 

mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari korban ;---------------------------------

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) UU 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka 

terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 

81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014, maka terhadap 

ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di 

lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia 

terdakwa ;------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih 

dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan 

meringankan terdakwa ;------------------------------------------------------------------------

Hal-hal yang memberatkan :

• Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma 

kesusilaan ;----------------

• Perbuatan terdakwa meresahkan 

masyarakat ;-------------------------------------

Hal-hal yang meringankan :

• Terdakwa menyesali 

perbuatannya ;--------------------------------------------------

• Terdakwa mengakui 

kesalahannya ;---------------------------------------------------

• Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk 

memperbaiki diri 
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Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan 

tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta 

dibebani untuk membayar biaya perkara ;-------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sesuai dengan 

ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh 

terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;------------

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang 

berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila 

terdakwa tetap berada dalam tahanan ;----------------------------------------------------

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan 

dengan perkara ini ;------------------------------------------------------------------------------

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa  TERDAKWA ANAK Als. NGURAH telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ 

Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan 

dengannya” ;---------------------------------------------------------

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK Als. 

NGURAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan 

kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia di 

Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selamadeg Timur, 

Kabupaten Tabanan ;-----------------------------------------

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan ;--------------------------------------------------------------

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-------------------

5. Menyatakan barang bukti berupa :-------------------------------------------------

• 1(satu) buah kain pantai warna merah ;--------------------------------------

• 1(satu) buah celana pendek warna hitam ;-----------------------------------

• 1(satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu ;----------------------

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----------------------------------------------
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• 1(satu) buah celana dalam wanita warna biru putih ;----------------------

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;--------------------------------------------

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 26 PEBRUARI 2015, 

oleh CENING BUDIANA,SH,MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri 

Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan 

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera 

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh  NI LUH 

WAYAN ADHI ANTARI,SH, Penuntut Umum  dan Terdakwa didampingi 

Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Terdakwa .----

 PANITERA PENGGANTI,                                        H A K I M,

  I WAYAN PUGLIG,SH.                              CENING BUDIANA,SH.MH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik 

putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Pebruari 2015, Nomor : 2/

Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai 

kekuatan hukum tetap ; ------------------------------------------------------------------------

  Panitera Pengganti,

 I WAYAN PUGLIG,SH.
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